BAB IV

ANALISISTERHADAP ASPEK HUKUM PIDANA PENCEMARAN UDARA

DALAM PERDA JABAR No. 11 TAHUN 2006

A. Analiss Aspek-Aspek Pidana Yang Terdapat Dalam Perda Jawa Barat
No.11 Tahun 2006.

Manusia adalah makhluk hidup yang sangat mementukakara untuk
bernapas, tanpa udara yang sehat manusia dan rkakdmng ada di bumi lambat
laun akan mati secara perlahan karena di dalanayderg tercemar terdapat zat-
zat partikulat seperti sulfur dioksida, ozone, karbmonoksida, nitrogen
dioksida, hidrokarbon, timbal. Untuk mendapatkararad yang sehat harus
dibentuk aturan yang melarang melakukan pencenkad@asiam ruang udara.

Dalam pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengssalah
lingkungan hidup termasuk dalam hal pidana pencamadara disebut dengan
tindak pidana lingkungan hidup. Pada tahun 1982&telindang-undang No 4
tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok ling&n hidup yang
merupakan undang-undang induk atau payung yangalikkengan istilatkader
wet atau umbrella actdi bidang lingkungan hidup. Dalam perkembangannya
undang-undang No 4 tahun 1982 diganti dengan unrdadgng No 23 tahun

1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

1 Barda Nawawi AriefOp.cit, him. 92.
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Semenjak dikeluarkanya UU No 22 tahun 1999 tentaewperintahan
daerah yang telah diubah dengan UU No 32 tahun 208wka pengaturan
mengenai lingkungan hidup telah mengalami perubat#id pemerintahan
daerah sebagai hukum positif memerlukan peraturganec berupa peraturan
pelaksanaanya yang diatur dalam peraturan pemeriN@ 25 tahun 2000
tentang kewenangan antara pemerintah pusat danngaweprovinsi sebagai
daerah otonom, termasuk didalamnya bidang lingkuigup’?

Dari uraian di atas jelas dalam menangani masalaehgglolaan
lingkungan hidup provinsi mempunyai otoritas dalanengatur pengelolaan
lingkungan hidup dalam hal ini diundangkan dalanmtie peraturan daerah
provinsi Jawa Barat no. 11 tahun 2006 tentang pefadn pencemaran udara.

Pencemaran dan kegiatan yang mengakibatkan teygagiencemaran
udara diatur dalm pasal 36 Perda Jawa Barat Notahlin 2006 tentang
pengendalian pencemaran udara, mengenai ancanarapig sebagai berikut :
1). Diancam pidana kurungan selama-lamanya 3(tign atau denda sebanyak-

banyaknya 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) jieang memproduksi,
menggunakan dan memperdagangkan bahan perusakserandiwajibkan
mengurangi emisi gas rumah kaca sebagimana dimgbasal 16. (setiap
orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran ut#araatau gangguan
kesehatan dan/atau makhlup hidup lainya wajib nuélak upaya

penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dakah1® ayat 1).

2 Supriadiop.cit him.175



50

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiat@nmyangeluarkan emisi
wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis segesntuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana pasal 22 hurutiap ssaha dan/atau
kegiatan dari sumber bergerak yang mengeluarkarsi emajib memiliki
sarana dan prosedur penanggulangan keadaan dsetteatmemiliki manejer
pengelolaan lingkungan bidang udara yang berdetiSebagaimana dalam
pasal 23.

Ketentuan pidana dalam Perda diatas berati mengé@mua orang atau
badan usaha dan korporasi-korporasi yang dengagajsermemproduksi,
menggunakan atau memperdagangkan bahan perusakazgmengakibatkan
terjadinya pencemaran udara atau gangguan keseldtanakan ketentuan
pidana

Suatu perbuatan tidak dapat di pidana kecuali adqeybuatan pidana
yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan pengrdadangan atau sering
disebut dengan asas legalitas. Sama halnya dalaaktipidana lingkungan
hidup, artinya dalam rumusan peraturan hukum pidemas terkandung adanya
kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatdaagai perbuatan-perbuatan
pidana lingkungan hidup (delik lingkungan), tentgmgradilan pidananya dan
tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terddegiastian hukum untuk

memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan hlagga dapat dinikmati
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oleh generasi-generasi yang akan dafdngindak pidana merupakan suatu
pengertian dasar dalam hukum pidana, dan terdiradanya perbuatan melawan
hukum (positif atau negatif; berbuat atau tidakobet), perbuatan yang diancam
pidana, melawan hukum, adanya kesalahan, dan aéameampuan bertanggung
jawab’*

Seperti telah dikemukakan di atas mengenai sygeabt pemidanaan,
terdapat dua asas yang saling berpasangan yaglegséitas yang menyangkut
segi perbuatan dan asadlpabilitas atau asas kesalahan yang menyangkut segi
orang. Asadegalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti terleddild,
baik mengenai perbuatan terlarang yang dapat danpidmaupun mengenai
pidana itu sendiri. Sedangkan asas kesalahan meaakieagar adanya hanya
orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dégeaiakan pemidanaan

Dalam peraturan daerah Jabar tentang pengendaiacemaran udara
dapat diidentifikasi system pertanggung jawabanuhulpidananya terhadap
pelaku tindak pidana pencemaran udara.

a. Subjek yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adanya pengertian “barang siapa” yang berartarigé’ dan diperjelas
dengan maksud orang adalah perseorangan, danedtemipok orang, dan atau
badan hukum. Dan dalam ketentuan pidana terdapstekunukum tentang

pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, petarikyayasan, atau

 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijaksanaan Pegozan
Lingkungan HidupBandung: Refika Aditama, him. 26.
* SudartoHukum Pidana,lOp.cit, him. 41.
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organisasi lain. Bahwa Semua perundang-undangakulimgan hidup yang
telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentadgagan dan belum diganti
berdasarkan undang-undafigApabila yang melakukan tindak pidana adalah
badan hukum, maka yang bertanggung jawab adalajoengengurus. Dengan
mengacu pada UUPLH memungkinkan penjatuhan sanikunm pidana
terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaay pemberi perintah
lainnya dalam lingkungan korporasi bila terjadifék pidana lingkungaff.
Pertanggung jawaban pidana dari pimpinan korpodas pemberi
perintah dapat dikenakan secara berbarengan budsaa kisik/nyatanya akan
tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya, olelenemmya pemimpin
maupun pemberi perintah diistilahkan sebagai foneli perpetrator yang
dikenakan pada subjek hukum natural person atawgGra
Factual perpetratorbukan merupakan pelaku penyertaan sebagaimana diat
dalam pasal 55 buku 1 KUHP yang memberikan ancammman kepada
orang yang melakukafpleger) yang menyuruh melakuk@oen pleger)yang
turut melakukagmadeplenger)dan yang membuijiitiokker).”®

. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan

Unsur sengaja atau kealpaan atau kelalaiak teldepas dari adanya
kewajiban bertanggungjawab, maka dapat dikatakan hwha

pertanggungjawaban pidana dalam perundang-unddmggungan menganut

> Barda Nawawi AriefOp.cit,110.

% Sukanda HusnQp.cit, him 126

" Supriadi,Op.Cit hlm 304

8 MoeljantoKUHP, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, cet 23 him 25
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liability based on fault(pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), akan
tetapi tidak mudah membuktikan adanya kesalahaa galik-delik lingkungan
dan kesalahan pada korporasi atau badan hdkum.

c. Jenis sanksi

Pada mulanya hanya digunakan satu jenis san&isy ganksi pidana
pokok berupa pidana penjara, kurungan dan dendgadekategori “kejahatan”
pidana penjara atau denda, dan “pelanggaran” pi#anangan dan denda,
namun dalam perkembangannya dikenal dengan dus ganksi yaitu sanksi
pidana dan sanksi tindakan tata tertib (penutupamusahaan, perampasan
keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pkabaakibat tindak pidana,
melakukan kewajiban tanpa hak, dan menempatkansgesan di bawah
pengampuan paling lama tiga tahfh).

d.Jumlah(lamanya) sanksi dan sistem ancaman piganan

Untuk batas maksimal pidana pencemaran udaraaltadaidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau deralmnyak-banyaknya
50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukumuhggk banyak

tergantung pada hukum administratif terutama megkain perizinan, yang

9 Barda Nawawi AriefOp.Cit, him.111.
bid., him.112.
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mengeluarkan izin adalah pejabat administratifk [pgmerintah daerah maupun
pemerintah pus&t.

Berkaitan dengan PERDA JABAR No 11 tahun 2006 p&maelihat
terdapat kerancuhan dimana seharusnya delik fadtaml delik materiil jangan
digabungkardalam satu pasal supaya lebih mudah diidentifik@sdalam proses
penyidikannya. Mengenai ketentuan penyidikanya yandapat di dalam pasal
37 sebagai berikut : 1). Selain pejabat penyidikip@ng bertugas menyidik
tindak pidana, penyidikan terhadap tidak pidartzagaimana dimaksud dalam
peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh penypeigawai negeri sipil(PPNS) di
lingkungan daerah yang pengangkatanya ditetapksuas&etentuan peraturan
perundang-undangan. Para penyidik berwenang meaeriaporan atau
pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakapida

Pembatasan yang disebutkan pada pasal 7 ayat (Bynye : PPNS
sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) humfefmpunya wewenang
sesuai undang-undang yang menjadi landasan hukudaigen pelaksanaannya
tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawassyidiik polri®
Kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negegil §PPNS) dalam
melaksanakan tugasnya :

a) PPNS berkedudukan di bawah kordinasi dan pengavgesaidik POLRI.

8L jur. Andi hamzahPenegakan Hukum Lingkungalakarta : Sinar Grafika, 2005, him 74
82 Moeljanto,0p.CitKUHAP, him 10
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b) Melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanyaustindak pidana
yang sedang disidik dan apabila ditemukan bukti gydtuat untuk
mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umwal(@87 ayat(2)).

c) Apabila penyidik PPNS telah selesai melakukan plétikan, hasilnya harus
diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidikFAO

d) Apabila penyidik PPNS menghentikan penyidikan ydelgh dilaporkan
penyidik POLRI, penghentian penyidikan harus diadtikan kepada

penyidik POLRI dan penuntut umum(pasal 109 ayat®(3)

Dalam perkembangan penegakan huKuaw Enforcementiimbul suatu
kesan dimasyarakat bahwa penegakan hukum bersapgkititdengan sanksi
pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnyayarakat menyebut penegak
hukum itu Polisi, Jaksa dan Hakim. Padahal, Pejabatinistrasi sebenarnya
juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakanniwyang dilakukan oleh
birokrasi (pejabat administrasi)berupa penegakan yang bersifat preventif
“pencegahan”, yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atsial&asi
suatu peraturan perundang-undangan, baik dari pusapun peraturan yang di
buat daerah.

Dalam peratuaran daerah Jawa Barat tentang perigengancemaran

udara penegakan hukum adalah pengawasan dan pametap dengan ancaman

8 Yahya Harahag?embahasan Permasalahan Dan Penerapan K{UHiRarta : Sinar Grafika,
2003, him 113
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penggunaan instrumen administratif, kepidanaanu ataperdataan untuk
mencapai penataan ketentuan hukum yang berlaku whaarmdividu®*

Berangkat dari ulasan mengenai penegakan hukuntadj maka lebih
khusus A.Hamzah memberikan pandangan bahwa pemegdgaikkum (law
enforcement; handhavingjngkungan merupakan mata rantai terakhir dalam
siklus pengaturarfregulatory chain)perencanaan kebijakgifPolicy Planning)
tentang lingkungan, yang berurutan sebagai berikut
a. Perundang-undangdhbegislation; Wet En Regelgeving)

b. Penentuan standéBtandar Setting; Normzetting)

c. Pemberian izirfLicencing; Vergunning-verlening)

d. Penerapafimplementation; Uitvoering)

e. Penegakan hukuifaw Enforcement; Rechsthandhaving)

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang naateir pengaturan
hukum lingkungan di atas, maka pengaturan perundadgngan merupakan
awal dari suatu mata rantai yang akan mempengarata rantai yang lainny3.

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-niemgy sedang berlaku
dan nilai-nilai yang berlaku di masa mendatang yamigya mengatur hubungan
timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup/&ayang apabila dilanggar
dikenakan sanksi.

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukiagkuihgan

melalui pengawasafsupervision)dan pemeriksaafinspection)serta melalui

84 Supriadi,Op.Cit,him.267.
% Ibid., him.268.
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deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakankdimgan dan tindakan
kepada pembudtdader; offendex. Sejalan dengan siklus pengaturan ini, maka
pada hakikatnya tujuan penegakan peraturan daavedBarat No 11 tahun 2006
tentang pengendalian pencemaran udara menurut ipeadblah penataan
(compliancexerhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ékesn dan fungsi
udara serta lingkungan hidup yang pada umumnyaodndlkan ke dalam
peraturan perundang-undangan, termasuk ketentudangiyang mengatur
tentang pencemaran udara yang mengikat pada sahalatprmasuk orang dan
badan hukum.

dalam kenyataanya selama diserahkannya wewenangelpkan
lingkungan hidup ke daerah, baik provinsi maupurmukaten/kota kondisi
lingkungan tidak lebih baik dari sebelumnya. Peagan sumber daya alam,
pengingkaran hak masyarakat adat dan pencemararg yaerugikan
masyarakatdapat berlangsung terus menerus tanpanti#n hukum karena
pemberian konsensi bagi pemanfaatan dan pengusahamber daya alam
mengabaikan aspek daya dukung ekosistem dan kegentmasyarakat lokal.
Pengawasan diabaikan karena aparat pemerintah aselvagulator pada
umumnya menjalankan kepentingan yang bertentangagath hajat hidup orang
banyak, seperti privatisasi sumber daya alam olata pemilik modal atau
investor asing yang tidak susah payah harus izialmeusat cukup dengan ke
pemerintah daerah setempat yang mempunyai ot@daenjak diberlakukanya

UU otonomi daerah.
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B. Analisis hukum Islam terhadap aspek-aspek pidana yang terdapat dalam perda
Jawa Barat No. 11 tahun 2006 .

Udara dalam kehidupan makhluk di bumi sangat pgnkiarena udara
merupakan unsur utama dalam kehidupan terutamasiaaegitu manusia lahir
dari kandungan ibunya yang dibutuhkan adalah basndén menghirup udara.
Udara dalam al-quran disebgawwa al-samayaitu benda yang meliputi bagian
atas dari bumi termasuk atmosfir, lapisan ozorsfbi§®

Syari’ah Islam bersumber dari Allah dan hukum-hukyamg bersifat
permanen, tetap dan tidak berubah, sesuai deng&enpeangan yang ada,
bertujuan untuk memwujudkan prinsip dasar syargém yang bersifat elastis,
memberdayakan kemampuan agal ulama, dan juga orglékukan penyesuaian
terhadap perubahan tradisi dan kemaslahatan yangesth memenuhi kebutuhan
masyarakat agar selalu relevan untuk dipraktekalandasetiap masa dan
tempat’’

Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bademntotalitas ibadah
manusia, sebab itu Islam menjadhmatan lil ‘alamin(rahmat bagi seluruh alam)
yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakam wmiempercepat laju
kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan akmest&®

Secara yuridis, agama Islam menilai bahwa pelakwegrearan lingkungan

sama dengan pelaku kejahatan yang layak mendapamiam seberat-beratnya.

8 Ali Yafie , Merintis Fikih Lingkungan HidupJakarta Selatan : Ufuk Press, 2006, him 198

87 Wahab Zuhayli dan Jamal Athiyakontroversi Pembaharuan Figh, Terjemahan Bahasa
Indonesia Damaskus : Dar al-Fikr, him 100

8 Fachruddin Mangunjay#onservasi Alam Dalam Islardakarta: 2005, him. 103.
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Oleh karena itu, memelihara alam, menanam tumbulaanmenjaganya, adalah
merupakan kewajibagyar’i karena akan berimplikasi terhadap pelaksanaam Isla
secarakaaffah (menyeluruh). Pernyataan ini bisa mendapat pemaendengan

kaidah ushul figh:

al g ged V) al ol ALY L

“ Suatu kewajiban yang tidak akan bisa dilaksanalsmpurna kecuali
dengan suatu media, maka penyediaan media itu penjachi wajib
hukjumnya”

Lingkungan hidup ini adalah media untuk pelaksaneamajiban syariat,
maka memelihara lingkungan dalam konteks ini mekapasuatu kewajiban yang
jika dilaksanakan akan mendapat pahalawérd) dan jika diabaikan akan
mendapat siksgp(inishment

Pemeliharaan atau perlidungan lingkungan hidup etapgnting, sebab
jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau terjpencemaran maka bahayanya
akan menimpa pada semua komponen dasar kehiduperti $eselamatan jiwa,
perlindungan kekayaan, keturunan dan kehormatanngvgat pentingnya
pemeliharaan dan perlindungan lingkungan seharusmgmjadi persoalan
mendasar yang menjadi kebutuhan primer setiap ca#ang dalam figh disebut
dharuriyah

Oleh karena itu memelihara lingkungan dalam Islasrupakan bagian
dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam anjahmatan lil ‘alamin

(rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat tadgkt membuat kerusakan



60

atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan smardi bumi dan alam
semestd’ Etika agama terhadap alam mengantar manusia wettanggung
jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan ataigashe kata lain setiap
perusakan terhadap lingkungan harus dinilai selj@ggaisakan pada diri manusia
sendiri®
Mengenai pembahasan terhadap tindak pidana permendara dapat
dilihat dari unsur-unsur pidanya terdapat dalanapa8, diantaranya setiap orang
atau badan hukum yang mengakibatkan perbuataradsauys :
a. Dilarang memproduksi, menggunakan, dan memperd&gangahan perusak
ozon.
b. Diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca.
c. Menyebabkan terjadinya pencemaran udara atau ganggasehatan wajib
melakukan penanggulangan pencemaran udara.
d. Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang merigeiuamisi wajib menaati
ketentuan persyaratan teknis.
e. Setiap usaha atau kegiatan dari sumber bergerakmgangeluarkan emisi wajib
memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaamat serta memiliki
manejer pengelolaan lingkungan bidang udara.

f. Setiap usaha yang mengeluarkan emisi wjib mem#ikipembuangan.

8 Fachruddin Mangunjay#oc.cit.
% M.Quraish ShihabMembumikan Al-quran, Fungsi dan Peran wahyu dal&ehidupan
Masyarakat Bandung: Mizan, 1994, him. 297.
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g. Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas gassbuang kendaraan

bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bekgera

Masalah kejahatan terhadap pencemaran udara dalgaoan syariat
Islam, harus di mulai dari pandangan Islam terhadag itu sendiri. Dalam
Syari’at Islam hak perlindungan terhadap udarakti@mpunyai landasan yang
eksplisit, hal ini karena gagasan pengakuan atasalata udara merupakan
masalah baru yang belum ada pada masyarakat tésd&hroses kreasi hukum
Islam merupakan upaya penciptaan hukum Islam bang Yersifat konstruktif
dan dinamis atas masalah baru yang muncul akivainggungan hukum Islam
dengan persoalan kontemporer modern misalnya limggu hidup’

Secara implisit, perlindungan terhadap sumber déya tetap ada dalam
sistem syari'at Islam® Karena konsep hak itu sendiri dalam perspektifigga
Islam tidak baku dan bisa berkembang secara flekditemaslahatan umunal¢
istislah) mementingkan kemaslahatan umat merupakan satahsgarat mutlak
dalam pemeliharaan lingkungan. Hak-hak yang bersibaial dan publik yang
penuh dengan perkembangan zaman dan struktur hu8#ga fleksibilitasnya
terhadap penerangan dengan sasaran yang jelds salih satu ciri dari syari'at
Islam.®?

Dari pendekatan ini bisa dikatakan bahwa hak atlasa sesuai dengan

perkembangan dan tuntutan zaman termasuk hak yang hli lindungi oleh

1 Mujiyono Abdillah, Figh Lingkungan Hiduphlm 49
92 Fachruddin Mangunjay&@p.cit, him. 75.
% bid., him.27.
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syari’at Islam. Penetapan asas perlindungan linggmmndalam rumusan fikih
lingkungan di rumuskan dalam konsep asas kemaalatiagkunganmaslahah

al-br'ah , artinya panduan yuridis spiritual Islam fikihngkungan dengan
berpangkal pada tujuan yaitu mencapai kemaslahatanmusia dan sekaligus
kemaslahatan lingkungdf.

Syari’at Islam menempatkan adat dan opini publiBagai satu sumber
hukum, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qudan hadist. Sumber daya
alam harus dilindungi dari kerusakan karena kesdyxak manusia, sebab
perbuatan tersebut dianggap sebagai penyelewengammh bahkan dianggap
sebuah tindakan pidana. Dalam ekologi Islam dirkamnsnelalui proses dialektis
antara nilai-nilai agama Islam dan dengan nilairekologi, poses dialektika ini
melalui tiga tahap yaitu, internalisasi, obyekdasitdan eksternalisasi.

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi dimintai psggungjawabanya
oleh generasi yang akan datang, dimuka bumi ini dlaakhirat kelak?® Inilah
landasan yang digunakan oleh syari’at islam untekrmdungi sumberdaya alam,
dengan demikian segala tindakan yang mengakibgpescemaran udara dan
prasarananya menurut syari’at diancam oleh hukuman.

Mengenai perbuatan yang disengaja maupun tidaknghge yang

berkaitan dengan niat dari pelaku, dalam hukummiskal ini dikelompokkan

¢ Muijiono Abdillah,Op.cit him. 59.

% bid. him. 25.

% Abdurrahman,Dinamika Masyarakat Islam dalam wawasan FjkiRemaja Rosda Karya:
Bandung, Cet.I, 2002, him. 138.
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jarimah atau tindak pidana yang ditinjau dari niat si gelgaitu perbuatan yang

disengaja dan yang tidak diseng¥ja.

Pentingnya pembagian dalajarimah yang disengaja dan yang tidak
disengaja dapat dilihat dari dua segi yaitu :

1. Dalamjarimah yang disengaja jelas menunjuk adanya kesengagéugtan
jarimah, sedang dalanjarimah yang tidak disengaja kecenderungan untuk
berbuat salah tidak ada. Hal ini akan berhubungargah berat ringannya
pemberian sanksi hukum untjd«cimah sengaja lebih berat dari pagaimah
yang tidak disengaja.

2. Dalam jarimah disengaja hukuman tidak bisa dijatuhkan apabilauun
kesengajaan tidak terbukti, sedangkan gadenah tidak disengaja hukuman
dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidakHhettan semat&®

Islam menghendaki agar setiap orang menikmati laékya sebagai
manusia. Dengan memperoleh pemenuhan kebutuhanrngasa yakni
keselamatan agamanya, diri, akal, harta, dan rietatunanya?

Dengan kata lain "setiap perusakan terhadap lingganberarti ia
melakukan perusakan terhadap dirinya sendiri”. KareAllah membenci
perbuatan yang merusak alam, oleh karena itu keasiealam harus sejalan
mengikuti perkembangan kecanggihan perusakan péata #u sendiri-

Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasamegimbulkan dampak

% Ahmad HanafiOp.cit, him. 13.

% Machrus MunajatDekonstruksi Hukum Pidana Islarhogung Pustaka, Yogyakarta: Cet I,
2004, him. 11.

9 Fathurahman Jamikilsafat Hukum IslamLogos, Jakarta: 1997, him. 4.

199 Quraiy ShihabOp.cit, him.297.
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terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan @akidan perencanaan awal,
sehingga dengan cara demikian dapat di persiagkagkdh pencegahan maupun
penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakalamd bentuk
pengembangan dampak positif dari kegiatan ters8but.

Jika membahas tentang kerusakan lingkungan yaitigtaka bisa fatal
untuk mahluk yang lain bukan saja manusia akampitgiga lingkungan yang ada
di sekitarnya perbuatan yang demikian sangat ditpcdeh agama.

Dalam empat pilar utamdauhid, Khilafah, Istislalsertahalal danharam
merupakan kunci yang dapat di gambarkan menjadi pkenecahan ekologi
secara Islami, syari’at menjadi pondasi umum yaagtinya akan berkembang
mempengaruhi sistem ketauhid&jlafah danlstislah'®?

Berdasarkan Al-Quran al karim perbuatan pidanagyditakukan oleh
seseorang maupun badan hukum yang mampu bertanggabg dengan
hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan mepetunjuk Allah. Salah

satu kejahatan terhadap kepentingan umum, adapstisperbuatan merampok

dan membuat kerusakan di muka bumi.

191 p Joko Subagydjukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangandgéiarta: Rineka Cipta,
Cet.ke-3, 2002, him.23.
192 Fachrudin Mangunjaya,oc.cit, him. 33
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Contohnya dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 33
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Artinya : “ Sesungguhnya pembalasan terhadap oraragjig yang memerangi

Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di mukaiphanyalah mereka
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaddéreka dengan bertimbal
balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat ked@mmya). yang demikian itu
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia,diakhirat mereka beroleh

siksaan yang besar??

Pencemaran udara termasuk kasus yang sudah adanpesiearakat
terdahulu, namun pencemaran udara yang bersifati alssebabkan kejadian
alam, berbeda dengan pencemaran yang terjadi sekdnal ini terjadi akibat
perkembangan zaman atau perubahan sistem manajBimérat dari efek yang
disebabkan bagi masyarakat dan Negara. Dengan idamieran pemerintah
sebagai lembaga pengambil kebijakan diwajibkan kumierumuskan persoalan
dengan membuat seperangkat aturan atau undangeungamg mengikat

warganya.

103 Departemen AgamaAl-Qur'an Dan Terjemahanl984
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Dalam bentuk peraturan, pemerintah telah membuwdngrundang sudah
berkali-kali namun dalam penerapannya belum maksifamerintah telah
berusaha sekuat tenaga merancang peraturan dat@mgbsumber daya alam.
Diantaranya pemerintah daerah membuat peraturaratdaawa Barat No. 11
tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udarksiS/ang di berikan untuk
tiap tindak pidana berbeda-beda, yaitu berupa pidamrungan (penjara) dan
denda, hukuman penjara maksimal 3 (tiga) bulanalan denda paling banyak
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi baramgpa saja yang melakukan
tindak pidana terhadap media udara, baik yangkdikian secara pribadi maupun
korporasi:®*

Dalam Al-Qur’an dan sunnah tidak ada nash yang etengermasalahan
ini, makaUlil Amri yang mempertimbangkannya, karena merekalah oraargo
yang bisa dipercaya, jika mereka berselisih dalaatusmasalah maka mereka
wajib mencari kebenarannya dalam Al-Qur’an dan $tatitngan kaidah yang ada
di dalamnya, apabila sesuai dengan keduanya, maka iyang terbaik bagi kita,
apabila bertentangan dengan keduanya maka kita waninggalkanya.

Untuk memudahkawali al amri dalam memutuskan perkara yang belum
adanashnya maka wali al amri menetapkan suatu sisedrmaslahah Karena
pada dasarnya tujuan dari syari’at Islam adalahupelikan kemaslahatan umum,
dan mencegah kerusakamgfsadah untuk menarik manfaat dan menolak

madlaratbagi seluruh umat.

194perda Jabar. Op.cit.
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Sedangkan dalam rangka menjamin agar ketetapanmhidenar-benar
menjamin  kepentingan umum  masyarakat, yang bervwgenamntuk
memformulasikan tersebut adalahlu al syura atau Ulil Amrt® Disini Ulil
Amri sebagai pembuat kebijakan dalam pembentukan undaitang Negara di
samping menjalankan kontrol atas kebijakan polpékerjaan badan-badan
pemerintah, tugas dan kewajibaiil Amri bidang Legislatif di zaman sekarang
ini semakin berat di masa dahulu, semakin banyakliku yang harus dilalui dan
undang-undang yang harus dibuat untuk memenuhnkiegan masyarakat.

Apabila mereka telah bersepakat dengan suatu pemseégau undang-
undang, maka wajib bagi masyarakat untuk mengternigan syarat bahwa hasil
kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengarasyslam dansunnahRosul
yang di ketahui dengan jalanutawatirdan dengan syarat keputusan tersebut di
putuskan betul-betul untuk kepentingan rakyat unsecara adil. Sesuai dengan
salah satu tujuan syari'at Islam adal@bhgiqul (mewujudkan keadilan) dan
jalbul musholih(menarik kemaslahatan).

Seperti yang di sebutkan dalam kaidigihiyah:

é Lall g o Ll ¢ s

Artinya: “Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”

Sebenarnya mengenai hukumarzir adalah bertujuan memberi

pengajaran dan mendidik serta mencegah orang ik tidak berbuat serupa.

195 ylil Amri adalah termasulahl al Halli Wal Aqdidari kalangan para muslim (dalam Negara
Islam) meliputi; para amir, hakim, ulama’, pimpinamiliter, instansi dan lembaga-lembaga kenegaraan.
Lihat Muhammad Sairazi Baidlowilafsir Baidlowij Beirut Libanon: Darl Kitab al-ilmiyah, lihat juga
Yusdani, Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukurpjiak Konsep Hukum Islam,
Najamudin at-thufi, Yogyakarta: Ull press, 2000nt118.
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Jika di lihat dari akibat yang di timbulkan olehdak pidana lingkungan
adalah sebagai berikut :
a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
b. Luas wilayah persebaran dampak
c. Lamanya dampak berlangsung
d. Intensitas dampal®®
Berkaitan dengan hal di atas yang menjadi pertanyalah apakah sanksi
pidana pencemaran udara telah memenuhi tujuan pokdgkiman dalam
syari'at Islam, apakah pemberian sanksi tersebiltteithadap semuanya dan
bagaimana kalau di lihat dari semiaslahatny@ Contoh misalnya di pidana
kurungan (penjara) dan denda, hukuman penjara mak4d (tiga) bulan dan
atau denda paling banyak 50.000.000-,(lima puluh jupiah) bagi barang
siapa saja yang melakukan tindak pidana terhadagep®aran udara, baik yang
di lakukan secara pribadi maupun korporasi.

Dalam Syari’at Islam tujuan pokok dari hukuman adalah pencegaiaan
pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pejakimah supaya tidak
mengulangi perbuatannya dan mencegah orang latnbéwbuatjarimah, oleh
sebab itu pencegahan lebih inti dari tujuan terseMaka berat ringanya
hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampajdeeyang di timbulkan
bagi masyarakat dan Negara, sehingga sasaran jdan fpenghukuman tersebut

bisa tercapai.

198p Joko Subagyo, CHjukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya.ci©plm.30.



69

Pemidanaan komulatif yaitu penjara 3 bulan dan aemaling banyak
lima puluh juta rupiah, menurut penulis belum qukintuk memenuhi tujuan
pokok penghukumanya, yaitu untuk pencegalpeeventif)dan pendidikan. Para
pelakujarimah (tindak pidana) setelah menerima hukuman berat ga dan
bagi yang akan melakukan akan berpikir dua kakhkardalam pencemaran udara
sifatnya lebih cepat meluas ke tempat yang terlldta yang kena dampaknya
masyarakat banyak.

Tindak pidana pencemaran udara apabila di lihat segi adil dan
tidaknya atau segimaslahatnya maka bisa dikaji dari pidana penjara
maksimalnya tiga bulan dan denda lima puluh jutpiatu apakah dapat
memberikan rasa aman bagi masyarakat dan Neganaméanang hukuman
tersebut untuk mendidik dan membuat jera pelakunya.

Dalam jarimahta’zir seorang hakim boleh memilih suatu hukuman sesuai
dengan macanarimah dan perbuatannya dari kumpulan yang disediak&mkun
jarimah ta’zir juga bisa memperingan hukuman maupun memberatf3hya
Yurisprudensi Islam dan sejarah memberi kepadayssagNegara atau hakim-
hakim kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisapataidanaan. Kekuasaan
dan hukum apa yang mereka anggap sebagai perilakg Belum tercakup
sebagai kategornudud dan jinayat. Dalam konteks sejarah formulasi syari’at

Islam patut di pertimbangakan oleh para hakim damgpasanya untuk

197 Ahmad HanafiOp.cit, him.10.
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memberikan wewenang kebijaksanaan yang tersisa @enmkembangan dan
pembaruan hukum.

Para ahli hukum telah memberikan beberapa gari$ lbaga wewenang
ta’zir namun garis besar tuntutan ini sangat samar daa g@sarnya tidak valid
karena sifatnya yang tidak memadai bagi upaya tsirislasi dan mengontrol
kekuasaan dalam konteks Negara modern yang phikalfsrmulasi teoritik
syari'ah pada dasarnya cenderung mengasumsikanrdNegeal bagi segala
urusan yang memungkinkan pemerintah dan para pejgbakan merasa di
paksa oleh kewajiban agama secara personal untulegakkan keadilan dan
kejujuran dalam melaksanakan kewajiban sebagaiandegara.

Penguasa tidak hanya tunduk pada satu tata atutkumh dan
menitikberatkan pada pencapaian tujumaslahat hak dan keadilan. Maka,
pemerintah memiliki wewenang mempunyai atau memhuodang-undang dan
kewajiban kita terhadap pemerintah untuk taat seldiglak perintah kepada
kemaksiatan.

Dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59 di jelaskan :
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilahl&t dan taatilah Rasul (nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamulhman pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al a&@yr dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepalizhAdan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebifktakibatnya:®

Hukum yang ditetapkan oleh Negara harus dipatumjalannya secara
baik menjadi syarat bagi tercapainya ketertiban Keadilan di masyarakat.
Begitu pula hukum yang di wahyukan oleh Allah SWep&da mahluknya, agar
dipatuhi dan di jalankan oleh mahluknya dan teatght untuk mewujudkan
kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan yang dafaniat Islam bukan
untuk kepentingan Allah tetapi untuk kepentingamuséa itu sendirt®®

Dapat disimpulkan bahwa, syari'at Islam menjatuhkanksi terhadap
tindak pidana atajarimah yang tidak di jelaskan oleh nash Al-Quran maupun
hadits dengata’zir, tindak pidana pencemaran udara dalam hukum siysiéan
termasukta’zir yang mana hukumata’zirnya merupakan kewenangan dakil
Amri (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menja@hentu sanksi terhadap
pelaku tanpa memandang siapa pelakunya.

Islam juga melimpahkan hak kepadhl Amri yang bertugas memelihara
kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindakeren ataupun
kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak madukukepada aturan hukum

yang berlaku dan tidak patuh terhadap syari’atmslantuk memenuhi hukum

198 Departemen AgamaAl-Qur'an Dan Terjemahanl984
109 Al mawardi,Al ahkam, ShulthoniyatDarul Fikr, him.5.
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Allah.**® Akan tetapi kembali kepada tujuan hukum Islam waitntuk
kemaslahatan umum. Keadilan adalah sebuah sikapprietvenship yang
mempresentasikan sebuah tingkah laku yang tepatedatur. Prinsip keadilan
(justice principlg itu diterapkan dalam seluruh lapisan masyarakatka akan
terwujud ketenteraman dan keadilan yang tidak maknih

Dalam pandangan agama Islam, pemilik asal semua (@am beserta
isinya) dengan segala macamnya adalah Allah SWT, Sedangkausia adalah
pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT, untakmiliki dan
memanfaatkan sesuai dengan batas kebutuhannya tasms melakukan

kerusakan di bumi ini.

19 Mawardi Noor, et.AliGaris-garis Besar Syari'at Islapdakarta: Khairul Bayan, 2002, him.23.



